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ABSTRACT 
The purpose of this study is to find out how the supervision of Value Added Tax 
(VAT) and efforts made by KPP Pratama Medan Belawan in meingkatkan Value 
Added Tax (VAT). This research uses Descriptive method, the type of data used is 
Quantitative and Qualitative which consists of Primary data and Secondary 
data.Teknik data collection techniques used Documentation and Interview 
techniques. The result of research is known that supervision of Value Added Tax 
(VAT) conducted by KPP Pratama Medan Belawan has been appropriate, 
supervision is done based on Standard Operational Procedure (SOP) issued by 
Direkrorat General of Tax to be executed by tax officer. But in the application of 
its implementation has not run well. Where the implementation of the task is still 
often delayed and not resolved on time. This affects Tax Receipts, especially Value 
Added Tax. And efforts undertaken by the KPP Pratama Medan Belawan 
oversight should be more intensive by the tax on certain business sectors that 
contribute significantly to tax revenue, in order for the occurrence of supervision 
of acceptance of effective value-added tax. 
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ABSTRAK 
            Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan upaya yang dilakukan pihak KPP 
Pratama Medan Belawan dalam meingkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
Penelitian ini menggunakan metode Deskritif, jenis data yang digunakan adalah 
Kuantitatif dan Kualitatif yang terdiri dari data Primer dan data Sekunder.Teknik 
pengumpulan data yang digunakan  teknik Dokumentasi dan teknik Wawancara. 
Hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan telah sesuai, 
pengawasan dilakukan berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) yang 
dikeluarkan oleh Direkrorat Jenderal Pajak agar dilaksanakan oleh pegawai pajak. 
Namun dalam aplikasinya pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Dimana 
pelaksanaan tugas masih sering tertunda dan tidak terselesaikan tepat waktu. Hal 
ini mempengaruhi Penerimaan Pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai. Dan 
upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Medan Belawan pengawasannya 
harus lebih intensif oleh fiskus pada sektor usaha tertentu yang memberikan 
kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan, agar terjadinya 
pengawasan penerimaan pajak pertambahan nilai yang efektif. 
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Kata Kunci : Pengawasan Penerimaan PPN 
 
PENDAHULUAN 
Salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak adalah Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN). Pemerintah menargetkan 45,15% penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai dari keseluruhan penerimaan pajak yang ditargetkan kepada Direktorat 
Jenderal Pajak. Dalam hal ini Undang-undang PPN mengatur pengenaan pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah 
(PPnBM). Dimana barang yang dikenakan PPN adalah berwujud menurut sifat 
dan hukumnya berupa barang bergerak, atau barang tidak bergerak, maupun 
barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang 
perpajakan. Jasa yang dikenakan PPN adalah setiap kegiatan pelayanan 
berdasarkan suatu perkiraan atau perbuatan hukum, yang menyebabkan suatu 
barang, fasilitas atau hak yang tersedia untuk dipakai. Dalam hal ini termasuk jasa 
yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pesanan, atau permintaan 
dengan bahan, dan atas petunjuk dari pesanan yang dikenakan pajak berdasarkan 
Undang-undang PPN. Sedangkan PPnBM dikenakan sesuai dengan daya pikul 
wajib pajak yang mampu membeli barang mewah, dianggap wajib pajak bila 
dibebani pajak yang lebih besar. PPnBM dikenakan disamping PPN, artinya atas 
penyerahan atau impor barang mewah, pertama-tama akan dikenakan PPN dan 
sebagainya tambahannya dikenakan lagi PPnBM. 
Dalam menggunakan sistem pemungutan self assesment system yaitu 
memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah 
pajak yang terutang setiap tahunnya, mampu menghitung pajaknya sendiri, 
mampu memahami undang-undang yang berlaku, diberi kepercayaan dalam 
mnghitung jumlah pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang, dan 
mempertanggungjawabkan pajak terutang. 
Ekonomi Kompasiana (2012) Menyatakan Kelemhan sistem self 
assessment adalah dalam hal Pengawasan ataupun Pemeriksaan kepada Wajib 
Pajak oleh Pemungut Pajak (Fiskus). Hal ini disebabkan karena jumlah Wajib 
Pajak Otomatis lebih banyak dari petugas pemungut pajak. Fiskus hanya akan 
melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang status pajak terhutangnya 
adalah “Lebih Bayar”. Banyak wajib pajak yang menyerahkan perhitungan 
pajaknya dengan menggunakan jasa Keuangan untuk penghitungan dan pelaporan 
pajaknya. Dengan keterampilan dan kejelian perusahaan penyedia jasa keuangan 
ini, maka wajib pajak dalam laporan pajaknya lebih banyak berada pada status 
“Kurang Bayar” karena lebih aman. Logikanya jika bayar hutang kurangkan 
tinggal bayar kekurangannya saja dan menjadi aman alias petugas pajak (Fiskus) 
akan menilai bahwa laporan keuangan dan laporan pajaknya adalah Wajar. 
Padahal belum tentu itu laporan “real”. 
Dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak dan meningkatkan 
penerimaan pajak Direktorat Jendral Pajak sangat tergantung dari unit kerja yang 
ada dibawahnya. Dalam hal ini Kantor Pelayanan  Pajak (KPP) yang merupakan 
satuan kerja (satker) dari Kanwil Direktorat Jendral Pajak. Dalam membantu 
Kepala Kantor setiap KPP memiliki WASKON yang berfungsi mengkoordinasi 
pengaawasan kepatuhan wajib pajak (PPh,PPN, dan pajak lainnya). Dimana 
masing-masing WASKON mempunyai tugas masing-masing yaitu, melakukan 
pengawasan melalui SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal pajak) 
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mengecek PKP yang terlambat melapor, mengeluarkan SPT masa dan SPT 
tahunan, melakukan konfirmasi, melakukan himbauan pembetulan SPT jika 
terdapat wajib pajak yang salah dalam menghitung besarnya pajak terhutang, dan 
memberikan sanksi apabila terdapat wajib pajak yang melanggar norma 
perpajakan. Jika pelaksanaan prosedur sudah berjalan dengan baik maka 
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor PPN. 
Ketentuan Umum Perpajakan (2003; 11-6) pengawasan dilakukan oleh 
kepala seksi, berkewajiban memeriksa Buku Tabelaris dan memaraf setiap akhir 
bulan dan halaman-halaman yang bersangkutan sebagai bukti telah diperiksa. 
Kepala KPP berkewajiban memeriksa Buku Tabelaris sedikitnya sebulan sekali 
secara acak untuk meneliti apakah tertib Buku Tabelaris sudah dilaksanakan 
sesuai ketentuan yang berlaku dan memaraf halaman-halaman yang diperiksa 
kepada KPP berkewajiban memantau secara langsung Buku Tabelaris khusus 100 
WP. 
 Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak maka KPP Pratama Medan 
Belawan senantiasa melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi 
pemungutan pajak melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan setiap 3 bulan 
sekali terhadap wajib pajak.Menurut Mardiasmo (2004, hal 213) menyatakan 
bahwa“Pengawasan adalah mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan 
oleh pihak diluar eksekutif untuk mengawasi kinerja pemerintah”. 
Sejalan hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-
sistem prosedur dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi telah di 
otorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak. Oleh karena itu melalui pengawasan 
ini terciptanya suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi 
mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja para pegawai sudah dilaksanakan, 
pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan 
dan sampai sejauh mana permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja 
tersebut. 
Untuk mencapai pengawasan yang baik maka lingkungan pengawasannya 
harus baik pula. Lingkungan pengawasan pada KPP sudah memenuhi unsur yang 
baik, namun dalam aplikasinya pelaksanaannya masih belum optimal dimana 
pelaksanaan tugas masih sering tertunda menyebabkan banyaknya dokumen yang 
menumpuk dan tidak terselesaikan dengan tepat waktu. 
Berikut ini data realisasi penerimaan PPN yang diperoleh dari KPP 
Pratama Medan Belawan. 
Tabel 1 
Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM Pada Kantor Pratama Medan 
Belawan Tahun 2012 s/d 2014 
 
No Jenis Pajak PPN 
dan PPnBM 
Dalam Rupiah 
2012 2013 2014 
1 PPN Dalam Negeri  105.075.945.146 111.043.498.701 11.391.828.331 
2 PPN Impor 34.929.976.365 55.845.797.381 55.852.770.013 
3 PPN Lainnya 407.615.466 32.442.106 - 
4 PPnBM Dalam 
Negeri 
545.511 142.681 386.665 
5 PPnBM Impor 44.561.300 361.239.000 58.290.000 
Sumber : KPP Pratama Medan Belawan 
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Berdasarkan data diatas terlihat bahwa penerimaan PPN mengalami 
penurunan. Hasil ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena pada PPN 
Lainnya, dan PPnBM Dalam Negeri dan PPnBM Impor mengalami penurunan 
pada realisasi penerimaan, Hasil ini berbanding terbalik dengan pertambahan 
jumlah Pengusaha Kenak Pajak (PKP) yang terdaftar pada KPP Pratama Medan 
Belawan yang mengalami kenaikan. dan hal ini tentu saja perlu di lakukan 
pengawasan penerimaan pajak yang lebih baik lagi karena jika pengawasan tidak 
berjalan dengan baik maka akan terjadi ketidak efektifan dalam realisasi 
penerimaan yang di dapat. Menurut George R. Terry dalam M. Manullang (2009, 
hal 173) mengartikan pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan 
pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi 
dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 
Menurut Sommerfeld Ray (2005, hal 81) Dalam Muhammad Habibie 
(2014, hal 28) penerimaan pajak dapat diartikan “sebagai penerimaan pemerintah 
yang digunakan untuk pengeluaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri. 
Penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin 
maupun untuk pembiayaan pembangunan. Sumber penerimaan negara yang 
terbesar adalah penerimaan yang berasal dari pajak. 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-27/PJ/2011, dalam rangka 
pengamanan penerimaan pajak sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dan sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan Direktorat 
Jenderal Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perlu adanya 
pengawasan yang intensif dan optimal terhadap pemenuhan kewajiban 
pembayaran masa, Sehubungan dengan upaya peningkatan kepatuhan perpajakan. 
Berikut adalah data-data pertambahan jumlah PKP terdaftar pada KPP 
Pratama Medan Belawan sejak tahun 2012 s/d 2014, yaitu :  
Tabel 2  
Pertambahan Jumlah PKP Terdaftar Pada KPP Pratama Medan 
Belawan  
Tahun 2012 s/d 2014 
Masa Pajak 
Tahun Pajak 
2012 2013 2014 
Januari 20 21 17 
Februari 23 27 16 
Maret 24 34 31 
April 12 28 45 
Mei 15 35 50 
Juni 17 34 39 
Juli 22 21 32 
Agustus 11 22 27 
September 14 23 40 
Oktober 18 22 29 
November 28 11 24 
Desember 17 9 16 
Total 221 287 366 
Sumber : KPP Pratama Medan Belawan 
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Jika dilihat dari realisasi berbeda dengan jumlah PKP yang terdaftar yang 
mengalami kenaikan setiap tahunnya, di tahun 2012 berjumlah 221 PKP, 
kemudian bertambah 287 PKP di tahun 2013, dan bertambah lagi 366 di tahun 
2014. 
 Dengan bertambahnya jumlah PKP terdaftar diharapkan dapat 
meningkatkan jumlah penerimaan pajak khususnya PPN. Untuk itu perlu 
dilakukan pengawasan penerimaan pajak pertambahan nilai. Seperti yang teratur 
dalam peraturan Dirjen pnerimaan PPN dan PPnBM yang mengalami penurunan, 
hal ini Pajak Nomor 40 pasal 1 yaitu Pengawasan Pengusaha Kenak Pajak adalah 
kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sebagai Pengusaha 
Kenak Pajak dan pemenuhan persayaratan subjektif dan objektif Pengusaha 
Kenak Pajak. 
 
 
METODE PENELITIAN 
Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 
1. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengumpulan 
bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tesedia dan laporan-
laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang 
sudah ada. Dokumentai dalam penelitian ini berupa data realisasi penerimaan 
pajak pertambahan nilai. 
2. Teknik Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara 
langsung kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan untuk 
memberikan keterangan mengenai pengawasan pajak pertambahan nilai 
(PPN). 
 
Teknik Analisis Data 
Adapun metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang 
dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Deskritif, metode analisis 
deskritif adalah suatu metode analisis dimana data yang dikumpulkan, 
diklasifikasikan, kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang 
sebenarnya mengenai keadaan instansi baik itu data mengenai penerimaan pajak. 
Data ini diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan selaku instansi yang 
melakukan pengawasan pajak. Data yang diperoleh berupa realisasi penerimaan 
PPN dari tahun 2012 s/d 2014. Data diperoleh ini dianalisis menggunakan analisis 
deskritif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengusaha 
Kenak Pajak (PKP) 
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Tabel 3 
Data Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM Pada  Kantor Pelayanan 
Pratama Medan Belawan Tahun 2012 s/d 2014 
 
No Jenis Pajak PPN 
dan PPnBM 
Dalam Rupiah 
2012 2013 2014 
1 PPN Dalam Negeri  105.075.945.146 111.043.498.701 11.391.828.331 
2 PPN Impor 34.929.976.365 55.845.797.381 55.852.770.013 
3 PPN Lainnya 407.615.466 32.442.106 - 
4 PPnBM Dalam 
Negeri 
545.511 142.681 386.665 
5 PPnBM Impor 44.561.300 361.239.000 58.290.000 
Sumber : KPP Pratama Medan Belawan 
 
Pembahasan 
1. Lingkungan Pengawasan Pajak Pertambahan Nilai 
Lingkungan pengawasan merupakan landasan bagi komponen pengawasan 
lain. Untuk mencapai pengawasan yang baik maka lingkungan pengawasan intern 
pun harus baik pulak. Lingkungan pengawasan  penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sudah memenuhi 
unsur yang baik namun dalam aplikasi pelaksanaannya masih kurang baik, 
dimana pelaksanaan tugas masih sering tertunda menyebabkan banyaknya 
dokumen yang menumpuk dan tidak terselesaikan dengan tepat waktu. 
Keterlambatan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh pegawai pajak dalam 
melaksanakan tugasnya tetapi disebabkan oleh adanya keterlambatan Wajib Pajak 
dalam melaporkan kewajiban pajaknya. 
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Medan Belawan mengalami penurunan di beberapa sektor. Hal ini 
disebabkan karena masih banyaknya wajib pajak yang terlambat dalam 
melaporkan besarnya pajak terhutang. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Medan Belawan perlu meningkatkan Pengawasan terhadap Wajib Pajak/PKP. 
Seperti yang telah diatur dalam peraruran Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-
40/PJ/2013 yaitu melakukan kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kenak Pajak dan pemenuhan 
persyaratan Subjektif dan persyaratan Objektif Pengusaha Kenak Pajak. 
 
2. Tatacara Pengawasan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan 
Pengawasan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan 
untuk meningkatkan penerimaan PPN berdasarkan SOP (Standard Operating 
Procedure) adalah sebagai berikut : 
a. Pengawasan dilakukan melalui SIDJP (Sistem Informasi Direktorat 
Jenderal Pajak) yang didalamnya terdapat menu pengawasan PPN 
yang terlambat melapor atau tidak melapor. 
b. Dari data-data yang ada, apabila wajib pajak terlambat melapor maka 
akan dikeluarkan STP (Surat Tagihan Pajak) dan dikenakan denda 
sebesar Rp.500,000 setiap bulannya, maksimal 24 bulan. 
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c. Melalui aplikasi SIDJP dapat diketahui wajib pajak yang tidak melapor 
dalam satu tahun pajak, maka akan ditinjau langsung kelapangan. 
Apabila terdapat wajib pajak yang sudah tidak lagi menjalankan 
usahanya dan tidak menggantinya dengan usaha lain, maka wajib pajak 
harus mengajukan surat permohonan pengahapusan NPWP dengan 
melampirkan akte perubahan usaha dari notaries. 
d. Pengawasan melakukan ekualisasi (penyetaraan) antara omset SPT 
Masa dan SPT Tahunan. Apabila terjadi perbedaan, maka akan 
dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada wajib pajak dikarenakan 
ada kemungkinan kalau objek pajak dari wajib pajak tersebut tidak 
dikenakan PPN, tetapi apabila terdapat wajib pajak yang tidak 
melaporkan atau tidak sesuai dalam menyetorkan pajaknya maka wajib 
pajak di himbau untuk melakukan pembetulan SPT serta menyetorkan 
pajak yang masih harus dibayar (KB). Apabila himbauan tersebut tidak 
direspon oleh wajib pajak, maka diterbitkan SPT serta dikenakan 
bunga sebesar 2% dari pokok pajak yang harus disetor. 
 
Konfirmasi Faktur Pajak 
Konfirmasi faktur pajak yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan 
dalam menandatangani faktur Fiktif atau PKP yang melakukan restitusi adalah : 
a. Konfirmasi dilakukan terhadap jaringan komputer on-line Direktorat 
Jenderal Pajak, mengenai kebenaran jumlah Pajak Masukan (PM) dan 
Pajak Keluaran (PK). Konfirmasi ini disesuaikan dengan Nomor 
Pengukuhan Pengusaha Kenak Pajak (NPPKP), kode seri, nomor 
Faktur Pajak, tanggal pajak, serta jumlahnya kepada objek pajak 
maupun badan. Dalam jaringan komputer on-line DJP terdapat seluruh 
transaksi yang telah dilaporkan oleh wajib pajak sehingga dapat 
diketahui berapa jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, yang 
nantinya akan terlihat jumlah pajak lebih bayar, kurang bayar atau 
belum bayar. 
b. KPP Pratama Medan Belawan akan melakukan konfirmasi agar Faktur 
Pajak Fiktif harus diklarifikasikan oleh perusahaan sebagai KPP 
pembeli melalui surat teguran, agar dalam jangka waktu tujuh hari 
sejak tanggal surat teguran PKP segera melaksanakan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah 
ditentukan. Pada surat teguran, PKP tidak meresponnya maka PKP 
Pratama Medan Belawan selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Tidak Bayar 
(SKPTB) terhadap PKP pembeli menerbitkan faktur pajak fiktif, 
diusulkan kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
Sumatera Utara. 
 
Pemantauan 
Setiap kegiatan manajemen Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selalu 
melakukan pemantauan terhadap segala kegiatan dalam perusahaan. Hal ini 
dipandang perlu, agar kepala KPP Pratama Medan Belawan dapat menganalisis 
mengenai perencanaan yang disusun pegawainya apakah telah dilaksanakan 
dengan baik dan manajemen juga dapat terus mengadakan perbaikan apabila 
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masih terdapat kekurangan serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang 
mungkin terjadi. Proses pemantauan penerimaan PPN dilakukan oleh Seksi 
Pengawasan dan Konsultasi dimana dokumen masuk yang di otorisasikan atau 
diperiksa kembali dan di cocokan dengan dokumen keluar. 
Dari analisis data dan wawancara yang penulis lakukan di Kantor 
pelayanan pajak prtama medan belawan maka dapat diketahui bahwa Kantor 
Pelayanan Pajak Medan Belawan telah sesuai dalam melakukan Pengawasan 
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Terlihat dari Standard Operating Procedure 
yang diberikan kepada setiap tugas-tugas pegawai pajak. Namun terjadinya 
penurunan penerimaan hal ini disebabkan karena keterlambatan wajib pajak dalam 
melaporkan kewajibannya, sehingga menyebabkan banyaknya dokumen Surat 
Tagihan Pajak yang terkumpul dan tersimpan di Account Representative. Selain 
itu penurunan penerimaan juga disebabkan karena terjadinya restitusi yang cukup 
besar. 
 
Upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN)  
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) : 
1. Penyempurnaan sistem administrasi pajak sektor pajak pertambahan nilai 
dengan mereview ulang kebijakan pemberian Nomor Pengukuhan 
Pengusaha Kenak Pajak (NPPKP) 
2. Penelitian ulang efektifitas Pengusaha Kenak Pajak (PKP) dimana PKP 
yang sudah tidak efektif lagi akan dicabut NPPKP-nya 
3. Penyempurnaan sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan Pajak 
Keluaran  - Pajak Masukan seperti pengguna faktur online, penyampaian 
SPT online 
4. Pengawasan lebih intensif oleh fiskus pada sektor usaha tertentu yang 
memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan 
5. Pembinaan dan pemberian fasilitas perpajakan untuk sektor UMKM 
6. Meningkatkan penegakan hukum dibidang perpajakan dan penyempurnaan 
sistem piutang pajak secara online yang masih harus direvisi 
7. Melaksanakan program sensus pajak nasional yang lebih terencana, 
terarah, dan terukur untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak 
8. Didalam lingkungan fiskus dilakukan peningkatan kualitas SDM (AR, 
pemeriksa pajak dan juru sita). 
 
PENUTUP 
Dengan dilakukannya upaya-upaya oleh pihak KPP Pratama Medan 
Belawan diharapkan bisa meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sehingga penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan 
Belawan bisa meningkat dari penerimaan yang telah direncanakan oleh pihak KPP 
Pratama Medan Belawan. Sehingga, penerimaan itu dapat digunakan untuk 
pembiayaan belanja Pemerintah.  
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